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PUTUSAN

Nomor 550/Pdt.G/2019/PA.Pal

        DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,  umur  31  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Karyawati Warung Makan, tempat kediaman di Kecamatan Palu

Timur, Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur  39 tahun,  agama Islam,  pendidikan SLTA,  pekerjaan Sopir,

tempat  kediaman  di  Kecamatan  Palu  Timur,  sekarang

keberadaannya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik

Indonesia, sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  22

Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu

juga dengan register perkara Nomor 550/Pdt.G/2019/PA.Pal,  mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

1.  Bahwa  pada  tanggal  ------------------,  Penggugat  dan  Tergugat

melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat  pada Duplikat  Kutipan

Akta  Nikah  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

----------------------------  tanggal  ----------------------  yang  dikeluarkan  oleh
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Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Palu  Timur,

Kota Palu ; 

2.  Bahwa  setelah  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama  di

rumah kontrakan bersama di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat

dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : anak ke 1 (perempuan), umur 10

tahun.

 3.  Bahwa awal  berumah tangga Penggugat  dan Tergugat  hidup rukun dan

harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi

persoalan  dalam  rumah  tangga  namun  masih  dapat  diatasi  dan

diselesaikan dengan baik ; 

 4.  Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun

2017,  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terlibat  perselisihan  dan

pertengkaran yang disebabkan karena : 

a.   Tergugat  sudah  kembali  ke  agama  yang  terdahulu  yaitu  Kristen

Protestan.  Keluarga  Tergugat  yang  memberitahukan  kepada

Penggugat.

 b. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat. Seperti

Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat meminta uang kepada

Penggugat dan Penggugat tidak memberikannya. 

c.    Tergugat  sudah tidak  memberikan  nafkah kepada  Penggugat  sejak

tahun 2018 ; 

 5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi sejak tahun 2018, dimana

pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang

disebabkan  karena  Tergugat  sering  melakukan  tindak  KDRT  terhadap

Penggugat ; 

 6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara

Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2018 sampai sekarang

kurang lebih 1 tahun lamanya ;

  7. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan

Tergugat sesuai  dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor
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Kelurahan  Besusu  Timur,  Kecamatan  Palu  Timur,  Kota  Palu  Nomor  :

067/274/PEM/BT/2019  tanggal 18 Juli 2019 ; 

 8.  Bahwa tidak  ada  lagi  alasan  Penggugat  untuk  mempertahankan  rumah

tangga  ini,  Penggugat  sudah  tidak  sanggup  lagi  menghadapi  sikap

Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Palu  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primer ;

1.   Mengabulkan gugatan Penggugat ;   

2.  Memfasakh pernikahan antara Tergugat kepada Penggugat ; 

3.   Membebankan biaya perkara menurut hukum ; 

 Subsider;

   Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan  yang

seadil-adilnya ; 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir

di persidangan, maka jawaban  Tergugat atas gugatan  Penggugat tidak dapat

didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
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1. Bukti Surat.

Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai  dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

225/50/V/2009 tanggal  01 Februari  2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu,

bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P); 

2. Bukti Saksi.

Saksi  1,  umur  43  tahun,  agama  Islam  pendidikan  SD,  pekerjaan  URT,

bertempat tinggal di  Kecamatan mantikolore, Kota Palu, bawah sumpah,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  mengenal  Penggugat  karena  saksi  teman

Penggugat;

-  Bahwa benar Penggugat  dan Tergugat  adalah suami istri  sah,

tetapi saksi tidak mengetahui pernikahannya ;

-  Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  hdiup  rukun  membina

rumah tangganya dan sudah dikaruniai satu orang anak  sekarang

diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa  ketidakharmonisan  dalam  rumah  tangga  mulai  terjadi

sejak  tahun 2017, antara Penggugat  dan Tergugat  sering terlibat

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat

telah kembali memeluk agama terdahulu yaitu Kristen Advent ;  

- Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat beragama

Kristen dan saat mau menikah dengan Penggugat telah memeluk

agama Islam namun sejak  dua  tahun yang  lalu  Tergugat  sudah

kembali lagi ke agama Kristen Advent;

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  mengetahui  langsung  Tergugat  di

gereja tetapi mendengar informasi dari Penggugat ;

-  Bahwa antara  Penggugat  dan Tergugat  sudah hidup berpisah

yang telah berlangsung dua bulan terakhir ;

- Bahwa keluarga sudah menasihati penggugat untuk rukun dengan

tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2.  umur 22 tahun, agama  Kristen Protestan,  SMA, pekerjaan Ibu

rumah tangga,  bertempat tinggal di Kecamatan palu Selatan, Kota Palu, di
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bawah  sumpah,  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut :

- Bahwa  saksi  mengenal  Penggugat  karena  saksi  teman

Penggugat dan juga bertetangga kost;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah,  tetapi

saksi tidak mengetahui pernikahannya karena saksi baru mengenal

Penggugat  sejak sekitar satu setengah tahun yang lalu;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  hdiup  rukun  membina

rumah tangganya dan sudah dikaruniai satu orang anak  sekarang

diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa  menurut  Penggugat  ketidakharmonisan  dalam  rumah

tangga mulai terjadi sejak tahun 2017;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan

dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah kembali

memeluk agama terdahulu yaitu Kristen Advent ;  

- Bahwa  saksi  sering  mendengar  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar  melalui  telephon  dan  penyebabnya  karena  Tergugat

telah  sudah kembali lagi ke agama Kristen Advent;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita  acara  persidangan perkara  ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

            Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya  Penggugat yang selalu

hadir  sedangkan  Tergugat tidak  pernah  hadir,  maka  upaya  mediasi

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;
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Bahwa pada hari-hari  sidang yang telah  ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang,  bahwa selama persidangan hanya  Penggugat yang selalu

hadir  sedangkan  Tergugat tidak  pernah  hadir,  maka  upaya  mediasi

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang sah,

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan

gugatan  Penggugat mempunyai  alasan  serta  tidak  bertentangan  dengan

hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Ayat  (1)  R.Bg.,  gugatan

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat mengajukan  gugatan

Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan April

2019,  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terlibat  perselisihan  dan

pertengkaran yang disebabkan karena  Tergugat memiliki  hubungan dengan

wanita lain dan Tergugat telah kembali memeluk agama terdahulu yaitu Kristen

Advent (murtad), sehingga berdasarkan kondisi rumah tangga tersebut antara

Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  sejak  bulan  tahun  2017,  selanjutnya

Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar Pengadilan Agama memfasakh

pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
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Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-

tidaknya tidak membantah dalil-dalil  gugatan Penggugat karena Tergugat tidak

pernah hadir  di  persidangan,  namun karena perkara  ini  perkara  perceraian,

maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-alasan

perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat

mengenai  alasan  perceraian,  terlebih  dahulu  harus  dibuktikan  mengenai

hubungan hukum atau legal standing antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat  yang berwenang sebagai

akta  autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan  sesuai

dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti

tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada

15 Mei 2009, relevan dengan dalil  yang hendak dibuktikan oleh  Penggugat,

maka  bukti  P sebagai  akta  autentik  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang

sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P  tersebut  harus  dinyatakan

terbukti  bahwa  Penggugat dengan  Tergugat adalah suami istri  sah, menikah

pada  tanggal  15 Mei 2009,  hal  tersebut  sesuai  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  Penggugat juga  telah  mengajukan  saksi-saksi,

dalam hal ini  adalah  teman dekat Penggugat dan telah disumpah sehingga

telah memenuhi  syarat  formil  sebagai  saksi  sebagaimana diatur pada Pasal

175 R.Bg.;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi-saksi  Penggugat  tersebut,

mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang

dilihat/didengar sendiri  dan relevan dengan dalil  yang harus  dibuktikan oleh

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi

tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut

telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan

keterangan  para  saksi,  Majelis  Hakim  telah  menemukan  fakta-fakta  hukum

yang disimpulkan sebagai berikut :

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

 Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  pernah  hidup  rukun  dan  sudah

dikaruniai satu orang anak yang kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

 Bahwa  kurang lebih  sejak  dua tahun yang lalu  antara Penggugat dan

Tergugat  sudah  hidup  berpisah,  disebabkan  Tergugat  telah  kembali

keagamanya semula  yaitu  Kristen  Advent (murtad) dan tidak  pernah lagi

kembali ke agama Islam ;

 Bahwa  Penggugat  telah  berketetapan  hati  untuk  bercerai  dengan

Tergugat;

Menimbang, bahwa  berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat

dalam  surat  Ar-Rum  ayat  21  dan  juga  ketentuan  Pasal  1  Undang-Undang

Nomor  1  tahun  1974  dinyatakan  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  untuk

membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah  dan  jika

Penggugat  dan Tergugat  selaku pasangan suami  isteri  telah ternyata sudah

tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi

dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan

rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara

tidak  lagi  lebih  jauh  melanggar  norma  agama  dan  norma  hukum,  maka

perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa perselisihan  dalam rumah tangga  tidaklah  identik

dengan  pertengkaran  mulut,  rumah  tangga  dapat  dinyatakan  telah  terjadi

perselisihan  jika  hubungan  antara  pasangan  suami  isteri  sudah  tidak  lagi
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selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta

antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah  menunjukkan bahwa antara

Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian

dan  sudah  tidak  ada  lagi  komunikasi  suami  isteri  yang  harmonis  yang

merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk

memberikan  kemaslahatan  bagi  suami  maupun  istri,  tetapi  dengan  melihat

kondisi  rumah tangga  Penggugat dengan  Tergugat sebagaimana tersebut  di

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja

tidak  lagi  mendatangkan  kemaslahatan,  tapi  justru  hanya  akan  memberikan

penderitaan batin baik bagi  Penggugat,  karena itu perceraian dapat menjadi

jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  tanpa  mempersoalkan  siapa  yang  benar  dan  siapa  yang  salah,  maka

alasan-alasan  perceraian  dalam  perkara  ini  dianggap  telah  memenuhi

ketentuan Pasal 116 huruf (f)  dan (h) Kompilasi  Hukum Islam, atau setidak-

tidaknya  gugatan  Penggugat untuk  bercerai  dengan  Tergugat telah  memiliki

cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan memfasakh

perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Memperhatikan dalil syar’i dalam Kitab Fiqhus  sunnah  juz  II  halaman
389 :

واحد              أي ردة لن بالخر منهما كل علقة إنقطعت الزوجة أو الزوج ارتد منهما إذا
فسخا       تعتبر الفرقة وهذه بينهما للفرقة موجبة

Artinya :    

Apabila  seorang  suami  atau  istri  murtad,  maka  putuslah  hubungan

perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah

seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan

mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7

Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3
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Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan

Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Memfasakh pernikahan Tergugat (Renses bin R Tomusu) kepada

Penggugat (Yuliani alias Yuliani Ibrahim binti Ibrahim) ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

yang  hingga  kini  sejumlah  Rp.  366.000,-  (Tiga ratus  enam puluh

enam ribu rupiah) ;    

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 Masehi,

bertepatan  dengan  tanggal  30 Robiul  awwal   1441 Hijriah,  oleh  kami

Dra.  Tumisah  sebagai  Ketua  Majelis,  Hj.  Muwafiqoh,  S.H.,  M.H.  dan

Drs.  M.  Taman masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari   itu

juga  oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

dibantu oleh  Hj.  Mannaria,  S.HI.  sebagai  Panitera Pengganti  serta  dihadiri

oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

Hakim Anggota,

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Dra. Tumisah

Hakim Anggota,

Drs. M. Taman
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Panitera Pengganti,

Hj. Mannaria, S.HI.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  ATK Perkara : Rp 60.000,00

-  Panggilan         : Rp 240.000,00

-  PNBP Panggilan      : Rp  20.000,00

-  Redaksi          : Rp  10.000,00

-  Meterai            : Rp        6.000,00  

J u m l a h            : Rp  366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
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